BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

KERINCI TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal

264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 428);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6959);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman [Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
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16.
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18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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11.

12.

13.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan
pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan
suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci
yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang
diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka
mengimplementasikan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan Provinsi dan Nasional.
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Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat.

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah adalah program dan kegiatan
utama dan harus didahulukan dari yang lainnya dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 sampai dengan 2029.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahunyang menjabarkan:

a. visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan
program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.

(2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(3) RPUMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jambi serta memperhatikan:

a. RPJPD;
b. RTRW; dan
c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



BAB II
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3
(1) Sistematika penyusunan RPJMD meliputi:

a. BABI : PENDAHULUAN

b. BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BABIII : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

d. BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

e. BABV : PENUTUP

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. Pelaksanaan RPJMD.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. Hasil RPJMD.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara



penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkkan bahwa substansi
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan
apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran Daerah, atau perubahana kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi
pedoman perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang tata cara perubahan RPJMD.

Pasal 6
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7
Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan target sasaran
tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan
jangka menengah, maka dirumuskan kembali dan dilakukan

penyesuaian target sasaran tahunan baru.

Pasal 8
Perubahan target sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dituangkan
dalam RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal \§ Ausvus 2025

B TI KERXCI,

ADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal \9 mugtus 2025

IS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR .4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : { -24 /1.0'25



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

KERINCI TAHUN 2025-2029

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan
rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta
mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat
perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan
amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun
dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah
maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



Menjadi Undang-Undang serta dengan memperhatikan beberapa
peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (performance agreement)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan dicapai
dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran,
dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-
2045. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang
ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan
sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang
ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara
indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen
rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak
kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan
daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke
depan melalui visi: “MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING,

MAJU DAN SEJAHTERA”.



Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara
terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan
pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,

maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR |
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